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ABSTRAK 
Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility  
Pada PT Pelindo IV (Persero) 
 
Analysis of Implementation of Corporate Social Responsibility  
at PT. Pelindo IV (Persero) 
 
Tesy Mamonto 
Gagaring Pagalung 
Muh Irdam Ferdiansah 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan CSR 
dari PT. Pelindo IV (persero) Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dengan menguraikan pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. 
Pelindo IV Makassar. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan 
tanggungjawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan PT. Pelindo IV 
(Persero) Makasar menunjukkan bahwa laporan tanggungjawab sosial atau CSR 
dilakukan dapat dikatakan bahwa program CSR yang dilakukan oleh CSR 6 
kegiatan. Dari keenam kegiatan CSR dapat berupa sektor bantuan pendidikan, 
bantuan pengelolaan sarana dan prasarana umum, serta bantuan sarana ibadah 
dan bantuan kesehatan dan bantuan keselamatan kerja. Hasil penelilitian 
analisis mengenai pelaksanaan pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan 
PT. Pelindo IV (Persero) Makassar telah sesuai dengan GRI, hal ini dapat dilihat 
dari indikator kinerja ekonomi dalam pelaporan CSR telah sesuai, selain itu 
dalam pelaporan CSR  ditinjau dari energi dan selain itu dari praktek tenaga kerja 
dan pekerjaan yang layak. 
 
 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Energi, Praktek tenaga kerja dan 
pekerjaan yang layak 
 
The purpose of this study was to know about the implementation of CSR from 
PT. Pelindo IV (Persero) Makassar. The analytical method used is descriptive 
analysis by describing the implementation of CSR by PT. Pelindo IV Makassar. 
The findings of this research is the implementation of social responsibility (CSR) 
conducted by PT. Pelindo IV (Persero) Napier suggests that social responsibility 
or CSR report done can be said that the CSR program conducted by CSR 6 
activities. Of the six sectors CSR activities may include educational assistance, 
aid management of public facilities and infrastructure, as well as places of 
worship and help support the health and safety assistance. The results of the 
analysis of the implementation penelilitian CSR reporting by companies of             
PT. Pelindo IV (Persero) in accordance with the GRI Makassar, this can be seen 
from the indicators of economic performance in CSR reporting compliance, as 
well as in the reporting of CSR in terms of energy and in addition of labor 
practices and decent work. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Energy, labor practices and decent 
work 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Secara umum tujuan utama dari pendirian sebuah perusahaan adalah 
mencari keuntungan (profit). Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menaati semua peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara, mulai dari 
aturan perburuhan hingga aturan kelestarian lingkungan. Korporasi pada saat ini 
bukan lagi hanya berorientasi pada keuntungan saja melainkan wajib 
memperhatikan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Isu-isu tentang 
kurangnya kesejahteraan masyarakat sekitar, kerusakan lingkungan, perlakuan 
tidak adil bagi pekerja dan lain sebagainya menjadi hal yang tengah hangat 
dibicarakan. 
Ide mengenai tanggungjawab sosial perusahaan atau yang dikenal 
dengan corporate social responsibility (CSR) kini semakin diterima secara luas. 
Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang masih relatif baru, 
tanggungjawab sosial masih tetap kontroversial di kalangan pebisnis maupun 
akademisi (Suharto, 2007: 101)  
Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan  
dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yang  mewajibkan perseroan di bidang usaha sumber daya alam untuk 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial 
perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu dari 
beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan 
(stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini  adalah orang atau 
1 
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kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh  berbagai  
keputusan,  kebijakan, maupun operasi perusahaan (Solihin, 2009:4). 
Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari 
stakeholder terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab 
sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam  praktik  
CSR. CSR sendiri merupakan  pernyataan  umum  yang menunjukkan  
kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam  
operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang 
kepentingan internal dan eksternal. Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek  
dan pengungkapan CSR mendapat  dukungan  dari  pemerintah,  yaitu  dengan  
mengeluarkan regulasi  terhadap  kewajiban  praktek  dan  pengungkapan  CSR  
melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 
74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan 
laporan  keuangan,  perusahaan  juga  diwajibkan  melaporkan  pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal  74 menjelaskan  
kewajiban  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  bagi  
perusahaan  yang  kegiatan  usahanya  berkaitan  dengan sumber  daya  alam.  
Selain  itu,  kewajiban  pelaksanaan  CSR  juga  diatur dalam  Undang-Undang  
Penanaman  Modal  No.  25  Tahun  2007  Pasal  15 bagian b,  Pasal 17,  dan 
Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta 
dalam tanggung jawab sosial perusahaan. 
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah gema yang dapat 
dijadikan alternatif yang patut dikembangkan untuk membagi arah tanggung 
jawab perusahaan terhadap berbagai persoalan mendasar issue social dan 
lingkungan yang hari ini ramai diperbincangkan. Social responsibility dapat 
dijadikan strategi keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan 
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dan kemajuan suatu daerah.  Serta wahana untuk menjaga dan melakukan 
upaya-upaya prefentif dan represif terhadap munculnya akses negative 
industrialisasi.  Hal itu dapat dilakukan dengan berinvestasi pada sektor-sektor 
ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah(daur 
ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran  sosial (biaya sosial) serta 
cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sejenisnya (Memed, 
2001). Biaya-biaya tersebut dimaksud untuk menjaga keseimbangan antara 
keberadaan perusahaan dengan harapan masyarakat dan lingkungan. Suharto 
(2007: 102) mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu 
kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri 
dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. 
Secara konseptual tanggung jawab sosial adalah sebuah pendekatan di mana 
perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan 
interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan 
prinsip kesukarelaan dan kemitraan. 
Menurut Meutia (2010: 11), bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah  
diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial.  
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan - Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSRD) merupakan suatu cara bagi perusahaan  untuk 
mengkomunikasikan kepada para stakeholders bahwa perusahaan memberi  
perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. 
Pengungkapan ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan 
perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat. 
Penelitian yang menguji pengaruh CSR sudah banyak dilakukan. 
Penelitian Deegan dan Gordon (1996) menggunakan teori legitimasi untuk 
menjelaskan bagaimana pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Mereka 
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menemukan pengungkapan meningkat dari waktu ke waktu terkait dengan 
keanggotaan  kelompok  lingkungan  yang  meningkat.  Dalam perspektif islam, 
penelitian Farook dan Lanis (2005) mengungkapkan bahwa bank syariah  
mempunyai komitmen yang rendah dan terbatas terhadap praktek CSR, 
terutama terhadap isu lingkungan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang menggunakan teori legitimasi dan bersifat  
kuantitatif. 
Sementara itu akuntansi lingkungan memerlukan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK, 2012) dalam implementasinya. Standar yang saat 
ini dipandang sebagai terkait dengan aktivitas lingkungan adalah PSAK No. 1 
mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK No. 57 tentang provisi, liabilitas 
kontinjensi dan aset kontinjensi, PSAK No. 25 tentang kebijakan akuntansi, 
perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK No. 5 tentang segmen 
operasi, Exposure Draft (ED) PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan 
umum dan ED PSAK No. 64 tentang eksplorasi dan evaluasi sumber daya 
mineral. Sedangkan salah satu panduan yang bisa diikuti untuk pelaporan 
aktivitas lingkungan adalah panduan yang dibuat oleh Global Reporting Initiative 
(GRI). 
Penelitian ini dilakukan pada laporan tahunan PT Pelindo (Persero). PT 
Pelindo (Persero) tampil dan tumbuh sebagai perusahaan yang mampu 
menerapkan idealisme usaha, yang melandasi kegiatan operasionalnya. PT 
Pelindo (Persero) meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang  
dengan melalui cara lain tetap menjalankan praktik bisnis yang etis dan 
bertanggung jawab. Oleh karena itu, PT Pelindo (Persero) menempatkan 
kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate  Social Responsibility) 
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dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (sustainability) 
dalam jangka panjang.  
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  mengambil  judul 
“Analisis Implementasi Corporate social Responsibility (CSR) pada PT 
Pelindo IV(Persero)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis 
pengungkapan tanggung jawab sosial PT Pelindo (Persero) dengan berusaha 
menjawab pertanyaan berikut ini : Bagaimana pelaksanaan CSR yang dilakukan 
PT. PELINDO IV Makassar ?  
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tentang pelaksanaan CSR dari PT. PELINDO IV (persero) Makassar. 
 
1.4 Kegunaan  Penulisan 
Kegunaan penelitian ini meliputi:  
1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap konsep atau 
teori CSR  dimasa yang akan datang.  
2. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan 
kebijakan dan keputusan terkait pelaporan CSR. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari;  
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas kajian teori, kerangka pemikiran teoritis, dan 
hipotesis penelitian.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini  membahas desain penelitian, populasi, sampel, besar sampel 
dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 
pengumpulan data, dan teknik analisis.  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang deskripsi variabel penelitian, serta analisis 
data dan pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Pengertian Global Reporting Initiative (GRI) 
Global Reporting Initiative (GRI) adalah panduan yang bisa diikuti dalam 
pembuatan laporan aktivitas lingkungan, hal ini dikarenakan Akuntansi 
lingkungan memerlukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam 
implementasinya. Standar yang saat ini dipandang sebagai terkait dengan 
aktivitas lingkungan adalah PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan, 
PSAK No. 57 tentang provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, PSAK No. 
25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, 
PSAK No. 5 tentang segmen operasi, Exposure Draft (ED) PSAK No. 33 tentang 
akuntansi pertambangan umum dan ED PSAK No. 64 tentang eksplorasi dan 
evaluasi sumber daya mineral. 
Menurut Rusdianto (2013: 10) mengemukakan bahwa Global Reporting 
Initiative (GRI) adalah institusi independen yang memiliki misi mengembangkan 
dan menyebarluaskan panduan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting 
guideline) yang aplikatif. Global Reporting Initiative (GRI)  telah memasuki 
generasi G4 telah dirancang untuk menjadi universal berlaku untuk semua 
organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Fitur G4 - untuk membuat pedoman 
mudah digunakan, baik untuk wartawan berpengalaman dan bagi mereka yang 
baru untuk pelaporan keberlanjutan dari sektor manapun  ditujukan didukung 
oleh bahan dan jasa GRI lainnya. Seperti dengan semua Pedoman GRI, G4 
dikembangkan untuk meliputi referensi untuk diterima secara luas dan digunakan 
dokumen pelaporan isu spesifik, dan dirancang sebagai kerangka konsolidasi 
untuk melaporkan kinerja terhadap kode yang berbeda dan norma untuk 
7 
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keberlanjutan. Sekarang G4 telah diluncurkan, GRI sangat ingin membuat 
pedoman baru yang tersedia untuk jumlah maksimum pengguna akhir sebagai 
waktu sesingkat mungkin (www.globalreporting.org). 
 
2.1.2 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 
Definisi CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau 
konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan 
tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan 
sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu 
bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk 
anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, 
sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna 
untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar 
perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 
fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan 
kepentingan stakeholder-nya. Corporate Social Responsibility timbul sejak era 
dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih 
penting daripada sekedar profitability. 
Corporate Social Responsibility akan lebih berdampak positif bagi 
masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan 
organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah yang terkait dengan 
Corporate Social Responsibility meliputi pengembangan kebijakan yang 
menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku 
Corporate Social Responsibility, menciptakan insentif dan peningkatan 
kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility membutuhkan dukungan pemerintah daerah, 
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kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil 
peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan 
politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang 
dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan 
krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Pemerintah bisa 
menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan 
bagi pihak kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan 
memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya 
besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku 
bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil 
dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap 
yang lain. 
Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah 
disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2007. Beberapa perubahan 
dan pembaharuan telah dilakukan dan salah satunya adalah ketentuan baru 
menyangkut pasal 74 yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(Corporate Social Responsibility). Pasal Tersebut terdiri dari 4 ayat sebagai 
berikut:  
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan.  
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur 
dengan peraturan pemerintah. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang diakomodasikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UPT) 
adalah merupakan langkah maju bagi Indonesia, karena hal ini merupakan 
wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat luas. Menurut The World 
Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD). CSR adalah 
keterpanggilan dunia bisnis untuk bertindak dan berkontribusi dalam 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan meningkatkan 
kualitas hidup para karyawan beserta keluarganya, sekaligus juga 
peningkatan kualitas komunitas setempat dan masyarakat luas.  
Menurut Kartini (2009: 1) mengemukakan bahwa: ”Corporate Social 
Responsibility adalah tanggungjawab sosial korporat, yakni merupakan 
tanggungjawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholders, pada setiap 
organisasi laba atau nirlaba, tingkat manajemen puncak, dengan berskala besar, 
skala local, nasional, regional atau global. Atau dengan kata lain CSR adalah 
merupakan pemangku kepentingan yang meliputi pemegang saham, karyawan, 
pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan dan publik lainnya serta 
pemerintah”  
Hadi (2011: 45) memberikan pengertian mengenai corporate social 
responsibility yaitu sebagai berikut: “Corporate Social Responsibility adalah 
merupakan pembagian tanggungjawab (social responsibility) perusahaan 
terhadap lingkungan dan masyarakat, agar terjadi keseimbangan eksploitasi.” 
Reza (2009: 10) mengemukakan bahwa:  “CSR adalah komitmen usaha 
untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk 
peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan 
dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas (Trinidads & 
Tobacco Bureau of Standards).” 
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Rangkuti (2009: 187) bahwa: “CSR tidak lagi merupakan biaya sosial 
yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk 
meningkatkan publisitas perusahaan.” 
Dari beberapa pengertian CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan satu bentuk tindakan etis 
perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang 
dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan 
alam sekitar perusahaan. 
Pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang 
sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagai bagian 
dari jurus jitu marketing perusahaan, sehingga nilai perusahaan di mata 
stakeholders lain khususnya masyarakat menjadi positif. Pada hakikatnya CSR 
adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, 
dikarenakan CSR menjadi pijakan komperehensif dalam aspek ekonomi, sosial, 
kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan 
untuk memberdayakan masyarakat setempat, di sisi lain kesejahteraan karyawan 
yang didalamnya tidak terjamin, atau poerusahaan tidak disiplin dalam 
membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan 
anak. 
Dalam aspek lingkungan misalnya, terdapat perusahaan-perusahaan 
yang berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan 
energi, dan bermasalah dalam limbah. Bagaimanapun semua aspek dalam 
perusahaan, baik ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan tidak biasa 
lepas dari koridor tanggungjawab sosial perusahaan. Oleh karena itu dalam CSR 
tercakup di dalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang 
lainnya saling berkaitan di antaranya, Rahmatullah dan Trianita (2011: 8): 
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1. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi: 
a. Kinerja keuangan berjalan baik. 
b. Investasi modal berjalan sehat. 
c. Kepatuhan dalam pembayaran pajak. 
d. Tidak terdapat praktik suap/korupsi. 
e. Tidak ada konflik kepentingan, 
f. Tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup. 
g. Menghargai ha katas kemampuan intelektual/paten. 
h. Tidak melakukan sumbangan politisi/lobi. 
2. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi: 
a. Tidak melakukan pencemaran. 
b. Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim. 
c. Tidak berkontribusi atas limbah. 
d. Tidak melakukan pemborosan air. 
e. Tidak melakukan praktik pemborosan energi. 
f. Tidak melakukan penyerobotan lahan. 
g. Tidak berkontribusi dalam kebisingan. 
h. Menjaga keanekaragaman hayati. 
3. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: 
a. Menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak. 
b. Tidak mempekerjakan anak. 
c. Memberikan dampak positif terhadap masyarakat. 
d. Melakukan proteksi konsumen. 
e. Menjunjung keberanekaragaman. 
f. Menjaga privasi. 
g. Melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan. 
h. Bertanggungjawab dalam proses outsourcing dan off-shoring. 
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i. Akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar. 
4. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan 
a. Memberikan kompensasi terhadap karyawan. 
b. Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah. 
c. Menjaga kesehatan karyawan. 
d. Menjaga keamanan kondisi tempat kerja. 
e. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. 
f. Menjaga keseimbangan kerja/hidup. 
Landasan di atas memberikan sebuah gambaran bahwa CSR bukanlah 
hal yang parsial, melainkan suatu urutan yang komprehensif. Tidak tepat jika 
perusahaan hanya fokus pada dua aspek lingkungan hidup, namun ada dalam 
aspek kesejahteraan karyawan dan ketidakseimbangan antar aspek lainnya. 
Oleh karena itu poin-poin di atas bisa dijadikan sebagai indikator sejauh mana 
keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR. 
 
2.1.3 Tujuan Corporate Social Responsibilty (CSR) 
Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan 
memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat 
mandiri, kalau berbicara tentang CSR terdapat banyak definisi. Kata sosial sering 
diinterpretasikan dengan kedermawanan. Padahal CSR terkait dengan 
sustainability dan acceptability, artinya diterima dan berkelanjutan untuk 
berusaha di suatu tempat. Jadi CSR juga dilihat dalam lingkup stakeholders atau 
lingkungan di mana Anda berada. Selama  ini CSR kebanyakan diukur dari sudut 
berapa besar uang yang Anda keluarkan. Sebenarnya bukan uang saja, uang itu 
hanya sebagian nilai karena ada nilai intangible yang sangat penting, artinya ada 
sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang. Nilai intangible, yaitu sampai 
sejauh mana perusahaan Anda aktif dan proaktif dengan lingkungan.  
14 
 
 
Dalam bisnis apa pun, yang diharapkan adalah keberlanjutan dan 
kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan 
sebesar-besarnya bagi perusahaan. Setidaknya terdapat tiga alasan penting 
mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan 
jaminan keberlanjutan operasional perusahaan, sebagaimana dikemukakan 
Wibisono (2007) dalam Rahmatullah dan Trianita (2011: 7) yaitu: 
1. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya 
wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan 
mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan 
masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya 
imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi 
oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping 
sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada 
masyarakat.  
2. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang 
bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan hubungan dari 
masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi 
positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan 
bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. 
3. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau 
bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat 
dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan structural dan 
ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan. 
 
2.1.4 Jenis-Jenis CSR 
Kotler dan Lee dalam Ardianto dan Dindin (2001: 176) menyebutkan 
enam kategori kegiatan CSR, yaitu: 
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1. Cause promotion (promosi kegiatan sosial) adalah perusahaan menyediakan 
dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial atau untuk 
mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan 
tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. 
2. Cause related marketing (pemasaran terkait dengan kegiatan sosial). Dalam 
kegiatan ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan 
persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial 
berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan 
kepada penjualan tertentu, untuk jangka waktu tertentu. 
3. Corporate social marketing (pemasaran kemasyarakatan korporat), dalam 
kegiatan ini perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye 
untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan 
kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
4. Corporate philanthropy (kegiatan filantropi perusahaan), dalam kegiatan ini 
perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk 
kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk 
pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan 
secara cuma-cuma. 
5. Community volunteering (pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela), 
dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, rekan 
pedagang eceran atua para pemegang franchise agar menyisihkan waktu 
mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat 
lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. 
6. Socially responsible business practice (praktik bisnis yang memiliki tanggung 
jawab sosial), dalam kegiatan ini perusahaan melaksanakan kegiatan bisnis 
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melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan 
investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud 
komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, 
distributor, organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta 
masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan 
mencakup di dalamnya aspek-aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan 
pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional. 
 
2.1.5 Triple Bottom Lines  
Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan 
yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan triple bottom lines oleh Elkington 
dalam Hadi (2011: 57):  
1. Profit   
Profit, merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai 
perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filolofis 
operasional perusahaan. Profit merupakan orientasi utama perusahan, 
meskipun dengan berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, yang 
tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan. Mana mungkin 
perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak keuntungan yang 
memadai mampu menjamin dan mempertahankan going concern. 
Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, meningkatkan 
tingkat kesejahteraan pemilik (shareholder), peningkatan kontribusi bagi 
masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan 
kapasitas produksi membutuhkan sumber dana, yang hal itu bisa dilakukan 
manakala didukung kemampuan menciptakan keuntungan (profit) 
perusahaan. 
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2. People 
People, merupakan lingkungan masyarakat (community) di mana perusahaan 
berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi 
perusahaan. Dengan demikian, community  memiliki interrelasi kuat dalam 
rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, 
perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa didukung 
masyarakat disekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan 
kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat lewat strategi 
social responsibility. 
3. Planet 
Planet, merupakan lingkungan fisik (sumberdaya fisik) perusahaan. 
Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. 
Mengingat, lingkungan merupakan tempat di mana perusahaan menopang. 
Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan 
dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi 
tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan 
perusahaan dan masyarakat. 
2.1.6 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)  
Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari tata 
kelola perusahaan yang baik. Hal ini agar perilaku bisnis mempunyai arahan 
yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan dengan stakeholders yang dapat 
dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam 
strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat 
diperbaiki dengan segera. 
Branco dan Rodrigues dalam Mansur (2012) membagi dua manfaat CSR 
bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari 
sisi internal dan eksternal.  Dari  sisi internal, manfaat itu meliputi:  
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1. Pengembangan  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya manusia.  
Untuk  itu  dibutuhkan  praktik-praktik  ketenagakerjaan  yang bertanggung 
jawab secara sosial.  
2. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi  
dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan  
baik. Muaranya  adalah  peningkatan  performa lingkungan perusahaan.  
3. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan 
organisasi yang baik.  
4. Kinerja  keuangan  perusahaan, terutama  harga  saham  bagi perusahaan 
yang telah go public, menjadi lebih baik. 
Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari 
penerapan CSR sebagai berikut (Mansur, 2012):  
1. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan  
yang  mengemban  dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.  
2. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah 
produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan 
merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.  
3. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan  CSR  secara  publik merupakan 
instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak. 
Adapun manfaat lain dari CSR bagi perusahaan yang dikemukakan oleh 
Untung (2009:6) yaitu: 
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 
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7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 
10. Peluang mendapatkan penghargaan. 
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah 
adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 
meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Jika terdapat masyarakat adat 
atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan 
budaya lokal tersebut. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi 
berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan. Sedangkan 
bagi Negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “corporate 
misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat Negara atau 
aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. 
Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan 
merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan 
menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi 
perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan secara 
efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan 
juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan. 
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah 
adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 
meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Jika terdapat masyarakat adat 
atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan 
budaya lokal tersebut. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi 
berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan. Sedangkan 
bagi Negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “corporate 
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misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat Negara atau 
aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. 
 
2.1.7 Model Pelaksanaan CSR 
Program-program CSR dapat dijabarkan kedalam berbagai bentuk oleh 
masing-masing perusahaan. Kegiatan ini perlu disesuaikan dengan tujuan 
organisasi, orientasi bisnis dan image yang ingin dibangun pada masyarakat 
luas. Pelaksanaan dari kegiatan ini dapat ditujukan pada publik internal atau 
eksternal dari perusahaan. 
Konsep piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrot (1991) dalam 
Rusdianto (2013: 14) memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah 
perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitrnya. Menurut 
Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik 
dengan tanggungjawab filantropis. Menurut Rusdianto (2013: 14) bahwa 
setidaknya terdapat empat model CSR yang akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Tanggungjawab sosial ekonomi 
Perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba serta dengan misi 
tunggal untuk meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas 
peraturan pemerintah. 
2. Tanggungjawab legal 
Kegiatan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi para pelaku 
dengan berlandaskan kerangka kerja legal maupun nilai-nilai yang 
berkembang di masyarakat secara bertanggungjawab. 
3. Tanggungjawab etika 
Kebijakan dan keputusan perusahaan didasarkan pada keadilan, bebas dan 
tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan 
yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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4. Tanggungjawab sukarela atau diskresioner 
Kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela, 
didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial 
yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung. 
Sebelum melaksanakan program CSR perusahaan harus mengakui 
bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga, dan memiliki 
komitmen untuk menanganinya. Dapat dikatakan, hal ini yang menjadi dasar 
untuk melaksanakan CSR. Pelaksanaan CSR di Indonesia, seperti yang 
dijelaskan Saidi dan Abidin (2004) dalam Rusdianto (2013: 14), terdapat empat 
pola yang umumnya diterapkan oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR. 
Keempat hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 
1. Keterlibatan langsung 
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan 
menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan 
kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah 
perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti 
corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari 
tugas pejabat public relation. 
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan 
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau 
groupnya. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau 
dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 
3. Bermitra dengan pihak lain 
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga 
sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, 
universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam 
melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/ornop yang 
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bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain 
adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa. 
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium 
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu 
lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih 
berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah 
pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang 
dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro 
aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan 
kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. 
Dari keempat model ini, model bermitra dengan lembaga sosial 
merupakan model yang paling sesuai dengan semangat kolektivisme karena 
memberikan ruang kerjasama yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat 
dilaksanakan menurut prioritas didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang 
dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dalam banyak 
bentuk, tetapi dari keseluruhan bentuk, hanya ada dua pelaksanaan CSR yang 
dominan, yaitu meletakkan CSR sebagai kegiatan yang menyatu dengan inti 
bisnis (core bisnis) dan melakukan CSR diluar dari inti bisnis atau yang sering 
disebut charity, karikatif, philanthropy dan lain-lain. 
 
2.1.8 Teori – Teori Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) 
Menurut Hadi (2011: 87) teori social responsibility adalah: 
1. Teori legitimasi (legitimacy theory) 
Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan 
dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat 
dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, 
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terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan 
masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis 
keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala 
lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Legitimasi organisasi dapat 
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan 
sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan 
demikian legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi 
perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 
Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan tuang dan 
waktu, legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan 
perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada. 
Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi 
perkembangan peradaban manusia juga menjadi motivator perubahan 
legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi 
perusahaan. 
Legitimasi mengalami pergeseran masyarakat dan lingkungan, 
perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik produk, 
metode, dan tujuan. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat 
kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai 
(congruent) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan 
lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka 
pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. 
2. Teori stakeholder (stakeholder theory) 
Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para 
pemilik (shareholder) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser 
menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan 
(stakeholder), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (social 
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responsibility). Fenomena seperti itu terjadi, karena adanya tuntutan dari 
masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta ketimpangan sosial 
yang terjadi. Untuk iu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur 
sebatas pada indikator ekonomi (economic focused) dalam laporan 
keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial 
(social dimentions) terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal. 
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 
memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, 
stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti; pemerintah, 
perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga 
di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, 
para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang 
keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. 
3. Teori kontrak selesai (Social Contract Theory) 
Kontrak selesai (social contract) muncul adanya interelasi dalam 
kehidupan social masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasiam dan 
keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan, yang merupakan 
kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai 
tujuan bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih 
besar. Keberadaannya, sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara 
keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi 
keseimbangan (equality), maka perlu kontrak selesai (social contract) baik 
secara eksplisit maupun implicit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan  
yang saling melindungi kepentingannya. 
Social contact dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk 
menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di 
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sini, perusahaan (ataupun organisasi bentuk lainnya) memiliki kewajiban 
kepada masyarakat untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. 
Interaksi perubahan (organisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha 
untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di 
masyarakat (community norm), sehingga kegiatan perusahaan dipandang 
legitimate. 
Interrelasi dan interdependensi antara perusahaan dengan 
stakeholder, dan antara stakeholder dengan stakeholder. Sejalan pendapat 
Roisseau dalam Hadi (2009: 97) bahwa alam memberikan keteraturan, justru 
para pihak yang didalamnya memiliki kompetensi untuk menggesernya, 
sehingga dalam rangka menjaga keteraturan hukum alam tersebut, para 
pihak yang ada didalamnya perlu melakukan perikatan kontrak (kontrak 
sosial) baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 
2.1.9 Implementasi CSR 
Wibisono (2007) dalam Anwar (2013) mengatakan bahwa pada 
umumnya, perusahaan menerapkan CSR dengan menggunakan tahapan 
sebagai berikut: 
1. Tahap Perencanaan 
Dalam tahap perencanaan ini, terdapat tiga langkah utama, yaitu:   
a. Awarness building, merupakan langkah awal untuk membangun 
kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya 
ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, dsikusi 
kelompok, dan lain- lain;  
b. CSR assessment, merupakan upaya untuk memetakan kondisi 
perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan 
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prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun 
struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. 
c. CSR manual building, hasil assessment merupakan dasar untuk 
menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti 
dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau 
bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual 
ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari 
luar perusahaan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Dalam memulai aktivitas CSR, pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang 
mesti dijawab, yakni siapa orang yang menjalankan, apa yang mesti 
dilakukan, dan bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang 
diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut 
diterjemahkan menjadi: a) Pengorganisasian (organizing) sumber daya yang 
diperlukan; b) Penyusunan (staffing) untuk menempatkan orang yang sesuai 
dengan jenis tugas atau pekerjaan yang dilakukannya; c) Pengarahan 
(directing) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan; d) 
Pengawasan atau koreksi (controlling) terhadap pelaksanaan; e) 
Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana; f) Penilaian (evaluating) 
untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. 
3. Tahap Evaluasi 
Setelah program CSR dilaksanakan, langkah berikutnya adalah evaluasi. 
Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari 
waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. 
Evaluasi selain dari internal perusahaan, juga dapat dilakukan dengan 
meminta pihak independen dengan melakukan audit terhadap implementasi 
atas praktik CSR yang dilakukan. Langkah ini tidak terbatas pada kepatuhan 
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terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup 
pengendalian risiko perusahaan. Evaluasi dalam bentuk assessment audit 
atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang 
diterapkan dalam lingkungan BUMN, untuk beberapa aspek penerapan CSR. 
Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk menekankan kembali 
kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi CSR 
sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan 
rekomendasi yang diberikan. 
4. Tahap Pelaporan 
Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi, baik untuk 
keperluan proses pengambilan keputusan, maupun keperluan keterbukaan 
informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi 
untuk keperluan shareholders, juga berfungsi untuk stakeholders yang lain. 
Pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu 
perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-
tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat CSR. Oleh sebab itu, dalam 
implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin 
terlaksananya implementasi program CSR dengan baik, Ismail Solihin (2008:145) 
yaitu: 
1. Kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan 
dari pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSR harus 
memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak perusahaan 
sehingga pelaksanaan program CSR didukung sepenuhnya oleh sumber 
daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya 
finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR, 
maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang 
diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR. 
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2. Kondisi kedua, yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan 
implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan 
(relationship) di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan 
meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Tanpa adanya 
pola hubungan yang jelas di antara berbagai pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan CSR maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR 
tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu adanya pola hubungan 
yang jelas, maka kemungkinan program CSR tersebut untuk berlanjut 
(sustainable). 
3. Kondisi ketiga adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan 
program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan 
program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan 
untuk mencapai tujuan program dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
CSR. Perwujudan program tersebut juga memerlukan dukungan terhadap 
program yang tengah dijalankan dari pihak-pihak yang terlibat dan terdapat 
kejelasan mengenai durasi waktu pelaksanaan program serta siapa yang 
bertanggungjawab untuk memelihara kontinuitas pelaksanaan kegiatan 
(misalnya untuk aktivitas community development dalam bentuk pemberian 
fasilitas produksi kepada UKM) bila program CSR sudah berakhir. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu  
Penelitian mengenai CSR telah banyak dilakukan baik di Indonesia 
maupun  di  negara  lainnya. Penelitian-penelitian  tersebut  meneliti  tentang 
berbagai aspek tentang CSR, mulai  dari  motivasi  dan  praktik  tanggung jawab  
sosial,  hingga  hal-hal  yang mempengaruhi  bentuk  praktik  dan pengungkapan  
CSR.  Berikut  ini  adalah beberapa contoh penelitian terdahulu tentang CSR:  
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1. Dedi Mulyadi (2012) yang meneliti mengenai analisis pelaksanaan corporate 
social responsibility (CSR) pada PT. Pertamina Gas Area JBB Distrik 
Cilamaya bagi masyarakat. Dari hasil penelitiannya dapat dijelaskan bahwa, 
analisis pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dengan 
menggunakan 25 butir pertanyaan dari 13 indikator terhadap variabel CSR 
yang berdasarkan hasil kuesioner dengan analisis deskriptif dan rentang 
skala diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 540,28 artinya responden 
menyatakan baik/setuju terhadap pelaksanaan CSR PT. Pertamina Gas 
Area JBB Distrik Cilamaya bagi masyarakat. 
2. Shabir (2014) melakukan penelitian tentang analisis implementasi corporate 
social responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa dalam upaya pengembangan 
masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR 
dalam bentuk comdev yang dilaksanakan PT. Semen Tonasa sudah sangat 
membantu masyarakat sekitar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat dan telah berjalan efektif, namun perlu ditindak lanjuti mengenai 
beberapa program yang pelaksanaannya masih berjalan tanpa adanya 
pengawasan ekstra dari pihak peusahaan dan beberapa program yang 
pelaksanaannya belum tepat sasaran. 
3. Nurdiana (2008) meneliti mengenai analisis efektivitas implementasi 
corporate social responsibility PT. Kaltim Prima Coal. Hasil analisis 
mengenai implementasi CSR PT. Kaltim Prima Coal menunjukkan bahwa 
pada setiap kecamatan terdapat variabel-variabel yang harus diprioritaskan 
untuk dibenahi oleh perusahaan. Secara garis besar variable yang dimaksud 
hampir terdapat pada semua wilayah yang menjadi target PT. Kaltim Prima 
Coal. Variabel yang dimaksud adalah komunikasi, kualitas sumber daya 
manusia sebagai tenaga pendamping, evaluasi dan pemantauan program, 
daya tanggap perusahaan, konsistensi program, dan kepedulian terhadap 
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Iingkungan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa untuk 
mencapai program CSR yang efektif maka PT KPC harus memperhatikan 
variable variabel tersebut. Berdasarkan ruang lingkup penelitian, diharapkan 
penelitian selanjutnya tidak hanya berdasarkan pada penilaian masyarakat 
saja sebagai penerima manfaat tetapi juga melibatkan pemerintah sebagai 
penentu kebijakan yang terkait dengan implementasi Corporate Social 
Responsibility suatu perusahaan pada wilayah tertentu. 
4. Anwar (2013) yang meneliti mengenai analisis perspektif stakeholder 
terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa setiap stakeholder yang diteliti memiliki pandangan 
masing-masing terhadap program CSR PT. SEIN, mulai dari karyawan, 
pihak manajemen, pemerintah, pemilik perusahaan, dan masyarakat lokal. 
Secara umum, para stakeholder menilai bahwa program CSR PT. SEIN 
sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan masing-masing stakeholder, 
kecuali untuk pihak pemerintah yang menilai bahwa implementasi CSR PT. 
SEIN masih belum optimal menerapkan konsep community development. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran  
Uraian landasan teori mengenai Corporate  Social Responsibility (CSR) 
dan pembahasan mengenai bagaimana perbankan syariah  mengungkapkan 
kegiatan-kegiatan CSR-nya, peneliti merumuskan paradigma pemikiran 
penelitian sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Model Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
PT. Pelindo 
(Persero) 
Corporate  
Social 
Responsibility 
(CSR) 
 
Standar Baku 
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CSR merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan 
termasuk PT. Pelabuhan Indonesia. Menurut para ahli Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah  satu  bentuk  tindakan  etis perusahaan/dunia bisnis  
yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan 
peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar 
perusahaan. 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan  semua  data  
atau keadaan subjek/objek  penelitian kemudian  dianalisis dan dibandingkan 
berdasarkan kenyataan yang sedang  berlangsung pada saat ini dan selanjutnya 
mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Metode deskriptif  dapat 
memberikan  informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu  pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.    
 
3.2 Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif  
yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung  
makna. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Corporate Social 
Responsibility Report  milik  PT. Pelindo (Persero)yang diperoleh situs resmi PT. 
Pelindo (Persero). Corporate Social Responsibilty Report yang  dianalisis  adalah  
Corporate Social Responsibility Report PT. Pelindo (Persero) tahun 2012. 
 
3.3 Metoda Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan 
metode  dokumenter. Data dan informasi yang bersifat kualitatif diperoleh dengan  
memperkaya bacaan yang berasal dari berbagai literatur. Sebagian besar  
literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal  
penelitian,  makalah  penelitian, dan  internet research.   
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3.4 Objek Penelitian  
Penelitian ini menggunakan Corporate Social Responsibility Report PT  
Pelindo (Persero) tahun  2012  sebagai  objek  penelitian. Perusahaan ini dipilih 
karena merupakan salah  satu Perusahaan negara yang telah  lama beroperasi.  
Dengan  asumsi Report  PT  Pelindo (Persero), punya wewenang  dan  otorisasi  
berbeda. 
 
3.5 Metode Analisis 
Data dalam penelitian ini dianalisis secara Deskriptif, dengan 
menguraikan pelaksanaan CSR yang dilakukan PT.PELINDO IV Makassar. 
Langkah analisis yang digunakan atau yang ditempuh adalah melihat dan 
menggambarkan laporan CSR PT. Pelindo IV (persero) dan kemudian melihat 
komponen-komponen yang sesuai dengan standar GRI. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV adalah suatu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yang berkantor 
pusat di Makassar dengan membawahi 18 kantor cabang dan 2 unit pelayanan 
kepelabuhanan di wilayah Indonesia Bagian Timur, yaitu meliputi wilayah 
Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya. 
Permulaan berdirinya perusahaan ini adalah sejak abad XVI. Pada waktu 
itu telah dikenal dalam perdagangan internasional dengan nama Pelabuhan 
Makassar. PELABUHAN Makassar terkenal karena selain kedudukannya sangat 
strategis, juga merupakan pelabuhan alam yang ideal untuk tempat tambat dan 
berlabuh bagi segala jenis kapal. 
Pada tahun 1917, Pemerintah Belanda mulai membangun Pelabuhan 
Makassar dengan segala fasilitas yang bertujuan untuk melayani kebutuhan 
kapal-kapalnya guna memuat barang, bahan bakar, air minum serta bahan 
makanan bagi awak kapal selama dalam perjalanan. Pada saat itu, Pelabuhan 
Makassar menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Batavia 
(Jakarta) 
Setelah Indonesia merdeka, pelabuhan yang dikuasai oleh Pemerintah 
Belanda pada masa penjajahan, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah 
Indonesia di bawah Departemen Perhubungan dengan nama Jawatan 
Pelabuhan. Pada tahun 1957 dilakukan penataan kembali status organisasi 
pengelolaan pelabuhan menjadi bentuk badan hukum perusahaan Negara. Pada 
tanggal 28 Mei 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969 yang 
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isinya melikuidasi Perusahaan Negara Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan 
Pelabuhan (BPP). BPP dipimpin oleh Administrator Pelabuhan (Adpel) sebagai 
penanggung jawab tunggal di pelabuhan dengan mengacu kepada prinsip-
prinsip pelayanan umum kepada masyarakat. 
BPP berakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 17 
tanggal 30 April 1983 yang mengubah BPP menjadi Perusahan Umum 
Pelabuhan IV dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, 
kemudian dengan peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 5 Pebruari 1985, 
ditetapkan cabang-cabang Perusahaan Umum Pelabuhan IV dengan tambahan 
wilayah Kalimantan Timur dan beberapa pelabuhan khusus yang ada di 
beberapa pelabuhan. Adapun organisasi dan tata kerja cabang Perusahaan 
Umum Pelabuhan IV berdasarkan klasifikasi kelas pelabuhan yang diatur dalam 
Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.201/ 01.001/PHB/83 tanggal 24 
Oktober 1983. 
Perusahaan Umum Pelabuhan di Indonesia terbagi empat, dimana 
masing-masing memiliki hak otonomi penuh dalam mengelola pelabuhan-
pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya. Sejak saat itu perusahaan mulai 
dikelola secara komersial dengan tujuan perolehan laba yang optimal tanpa 
mengesampingkan tujuan non komersial, yaitu pelayanan kepada masyarakat. 
Keempat Perusahaan Umum Pelabuhan tersebut adalah Perusahaan Umum 
Pelabuhan I yang berkantor pusat di Medan, Perusahaan Umum Pelabuhan II 
yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan Umum Pelabuhan III yang 
berkantor pusat di Surabaya dan Perusahaan Umum Pelabuhan IV yang 
berkantor pusat di Makassar (waktu itu masih bernama Ujung Pandang). 
Peraturan Pemerintah No. 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1983 akhirnya 
menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dialihkan ke 
badan usaha berbentuk persero. Perseroan ini sendiri didirikan pada tanggal 1 
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Desember 1992 berdasarkan Akta Notaris No. 7 yang dibuat dihadapan Imas 
Fatimah, SH. Notaris di Jakarta yang kemudian diperbaiki dengan akta No. 29 
tanggal 11 Oktober 1993 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, notaris 
pengganti dari Imas Fatimah, SH. Di Jakarta. Kedua akta tersebut telah 
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
keputusan No. C2-13446.HT.01.01 th 1993 tanggal 10 Desember 1993. Akta-
akta dan keputusan menteri tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan 
Pengadilan Negeri kelas I di Ujung Pandang pada tanggal 15 Pebruari 1994 
masing-masing dibawah nomor 27/1994/PT.28/1994/PT dan 29/1994/PT serta 
telah diumumkan dalam tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia 
tanggal 1 Juli 1994 No. 52 
Sejalan dengan perkembangannya, berdasarkan keputusan direksi                          
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV No. 48 tahun 2002 tertanggal 18 Oktober 
2002 menetapkan klasifikasi cabang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.1. Klasifisikasi Cabang 
 
No. 
 
Cabang . 
 
Kelas. 
 
Kawasan. 
 
1. 
 
Makassar 
 
Utama 
 
Paotere 
 
2. 
 
Balikpapan 
 
I 
 
Kampung Baru 
3 Samarinda I - 
4 Bitung I Manado 
5 Ambon I Banda Naira 
6 Sorong I - 
 
7. 
 
Tarakan 
 
II 
 
- 
8. Pantoloan II Donggala, Toli-toli 
9. Jayapura II - 
10. Ternate II - 
11. Kendari II - 
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12. 
 
Pare-pare 
 
III 
 
-. 
13. Biak III - 
14. Manokwari III - 
15. Merauke III - 
16. Nunukan III - 
 
17. 
 
Fakfak 
 
IV 
 
- 
18 Gorontalo IV - 
 
19. 
 
Unit pelayanan Kepelabuhanan Bontang, 
Lokhtuan 
 
- 
 
- 
 
20 
 
Unit pelayanan kepelabuhanan Sangatta 
 
- 
 
- 
 
 
4.1.2 Tujuan dan Jenis Usaha 
Tujuan dan jenis usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran 
dasar adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program 
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk 
keuntungan bagi perseroan dengan menyelenggarakan usaha-usaha jasa 
kepelabuhanan dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan usaha 
utama. 
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, perseroan menyelenggarakan 
usaha-usaha : 
1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat 
berlabuhnya kapal. 
2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal 
3. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat dan bongkar muat barang, 
termasuk hewan dan fasilitas naik turun penumpang. 
4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan Bandar 
alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan 
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5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan industri, gudang-gudang, 
bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan. 
6. Penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan 
7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. 
8. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepala 
pelabuhan. 
9. Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya tujuan perseroan. 
 
4.1.3 Struktur Organisasi 
Adapun struktur organisasi dan uraian tugas PT. (Persero) Pelabuhan 
Indonesia IV berdasarkan surat Keputusan Direksi No. 49 tahun 2002 tertanggal 
18 Oktober tahun 2002 adalah sebagai berikut : 
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4.1.4 Uraian Tugas 
Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian yang terdapat dalam 
struktur organisasi  adalah sebagai berikut : 
1. Direktur Utama 
Tugas pokok direktur utama adalah : 
a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan 
tujuannya dan senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektifitas demi 
kelangsungan hidup perusahaan. 
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan 
c. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan yang berhubungan 
dengan apapun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas-
tugas sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan b. 
d. Merumuskan kebijaksanaan umum perusahaan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah 
e. Merumuskan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
f. Menyiapkan secara tepat waktu rencana kerja dan anggaran tahunan 
perusahaan. 
g. Melaporkan laporan pertanggungjawaban keigatan perusahaan dan 
perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang ditetapkan. 
2. Direktorat Usaha 
Direktorat usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengusahaan pelayanan 
jasa kapal, pelayanan jasa barang dan penumpang, pengembangan usaha 
serta pemasaran jasa kepelabuhanan. Untuk menyelenggarakan tugas 
tersebut, direktorat usaha mempunyai fungsi : 
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a. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan jasa kapal, barang 
dan penumpang serta jasa kepelabuhanan lainnya. 
b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha 
kepelabuhanan. 
c. Pemasaran jasa kepelabuhanan. 
d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan. 
e. Menyelenggarakan kerja sama dengan mitra usaha 
Direktorat usaha dipimpinan oleh seorang direktur usaha yang membawahi 
beberapa bagian, yang terdiri atas : 
a. Sub direktorat usaha pelayanan jasa kapal : 
1) Seksi pelayanan pelabuhan umum 
2) Seksi pelayanan khusus  
b. Sub direktorat pelayanan jasa barang dan penumpang : 
1) Seksi pelayanan peti kemas 
2) Seksi pelayanan konvensional dan aneka usaha  
c. Sub direktorat pengembangan usaha : 
1) Seksi analisis segmen 
2) Seksi pemasaran 
3. Direktorat Teknik 
Direktorat teknik mempunyai tugas pokok membina dan menyusun program 
perencanaan dan pengembangan pelabuhan, perancangan konstruksi 
bangunan pelabuhan, pengadaan peralatan pelabuhan, pemeliharaan 
bangunan pelabuhan, alat bongkar muat, alat apung dan instalasi teknik,  
melaksanakan pembinaan terhadap penanganan limbah pelabuhan serta 
perumusan kebijakan dalam bidang teknik.        
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, direktorat teknik 
mempunyai fungsi yaitu : 
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a. Menyusun program pengambangan bangunan pelabuhan dan peralatan 
pelabuhan 
b. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perancangan konstruksi bangunan 
pelabuhan dan pengadaan peralatan pelabuhan 
c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan dan 
kolam pelabuhan, peralatan bongkar muat, alat apung, instalasi listrik, air 
dan telekomunikasi. 
d. Pembinaan terhadap  penanganan limbah pelabuhan 
e. Perumusan kebijakan dalam bidang  teknik 
Direktorat teknik dipimpin oleh seorang direktur teknik yang membawahi 
beberapa bagian, yang terdiri atas : 
a. Sub direktorat pengembangan pelabuhan : 
1) Seksi Perencanaan  bangunan  
2) Seksi perencanaan peralatan 
b. Sub direktorat  bangunan pelabuhan 
1) Seksi sigi dan perencanaan 
2) Seksi bina kostruksi dan pemeliharaan 
c. Sub direktorat peralatan pelabuhan 
1) Seksi alat bongkar muat 
2) Seksi alat apung 
4. Direktorat Keuangan 
Direktorat keuangan mempunyai tugas pokok membina dan 
menyelenggarakan pengendalian  pengelolaan  keuangan perseroan, 
perbendaharaan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan 
kebijakan perseroan yang telah ditetapkan. 
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, direktorat keuangan 
mempunyai fungsi : 
a. Pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
secara terpadu dengan direktorat terkait serta pengendalian pelaksanaan 
anggaran  tahunan perseroan. 
b. Pembinaan dan pelaksanaan  kegiatan akuntansi biaya, analisis dan 
evaluasi keuangan perseroan. 
c. Pembinaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengendalian administrasi 
hutang piutang, perasuransian dan dana  pensiun 
d. Pembinaan dan pelaksanaan transaksi keuangan, pengaturan lalu lintas 
keuangan termasuk manajemen kas, perhitungan gaji atau penghasilan 
dan tunjangan pegawai serta pelaksanaan administrasi keuangan. 
e. Pembinaan dan pelaksanaan bantuan kepada usaha kecil dan koperasi, 
analisis dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan serta 
pelaksanaan  administrasi keuangan.        
f. Pembinaan dan pelaksanaan akuntansi umum meliputi penyelenggaraan 
kegiatan penelitian, kelengkapan dokumen, pembukuan, penyusunan 
laporan pertanggung jawaban keuangan perseroan. 
Direktorat keuangan dipimpinan oleh seorang direktur keuangan yang 
membawahi beberapa bagian, yang terdiri atas : 
a. Sub direktorat akuntansi manajemen : 
1) Seksi anggaran 
2) Seksi akuntansi biaya 
b. Sub direktorat akuntansi keuangan : 
1) Seksi akuntansi umum 
2) Seksi perpajakan dan verifikasi 
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c. Sub direktorat akuntansi keuangan : 
1) Seksi tata usaha dan keuangan 
2) Seksi pembinaan usaha kecil dan koperasi 
3) Seksi hutang piutang 
5. Direktorat Personalia dan Administrasi Umum 
Direktorat personalia dan administrasi umum mempunyai tugas pokok 
membina dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, 
pengelolaan administrasi sumber daya manusia, kesejahteraan, olah raga 
dan kesenian, keselamatan kerja, hukum, organisasi dan tata laksana, 
hubungan masyarakat, hubungan internasional dan antar lembaga,  
kerumahtanggaan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas,                                                          
direktorat personalia dan administrasi umum mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
b. Pelaksanaan administrasi sumber daya manusia, kesejahteraan 
karyawan, keselamatan kerja dan pemberian jasa pendidikan dan 
pelatihan 
c. Perumusan peraturan-peraturan perseroan, penanganan perkara, 
pengkajian dan memberikan pertimbangan hukum 
d. Perumusan struktur organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, 
hubungan internasional dan antar lembaga 
e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan tata usaha, rumah tangga, 
perlengkapan kantor, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan 
perseroan  
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Direktorat personalia dan administrasi umum dipimpinan oleh seorang 
direktur yang membawahi beberapa bagian, yang terdiri atas : 
a. Sub direktorat sumber daya manusia : 
1) Seksi Administrasi sumber daya manusia   
2) Seksi Pengembangan sumber daya manusia 
3) Seksi Kesejahteraan dan hubungan kerja 
b. Sub direktorat hukum dan hubungan masyarakat 
1) Seksi organisasi, perundang-undangan dan humas 
2) Seksi penanganan perkara  
c. Sub direktorat umum 
1) Seksi tata usaha perusahaan 
2) Seksi rumah tangga 
6. Satuan Pengawasan Intern 
Satuan pengawasan intern mempunyai tugas pokok membantu direktur 
utama dalam mengadakan penilaian atas pengendalian pengelolaan 
(manajemen) dan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi di lingkungan 
perusahaan sesuai dengan perencanaan dan program kerja seta 
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direksi berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
Satuan pengawasan intern terdiri atas : 
1) Pengawas bidang usaha 
Melakukan pengawasan, pemeriksaan  dan penilaian kegiatan bidang 
pengusahaan jasa kepelabuhanan 
2) Pengawas bidang teknik 
Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan bidang pembangunan, 
pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan 
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3) Pengawas bidang keuangan 
Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian pengelolaan bidang 
keuangan perseroan   
4) Pengawas  bidang personalia dan administrasi umum 
Melakukan pengawasan, pemeriksanaan dan penilaian bidang  
pengelolaan personalia dan umum 
7. Biro Perencanaan, Informasi dan Pengembangan Mutu 
Bagian ini bertugas membantu direktur utama mengkoordinasikan dan 
memadukan perencanaan yang disusun oleh masing-masing direktorat, 
menyusun rencana strategis perusahaan (corporate strategic planning), 
rencana induk pengembangan pelabuhan (master plan), rencana beruntun 
(rolling plan), melaksanakan studi kelayakan, rekayasa sistem informasi,  
perencanaan dan pengendalian mutu, mengumpulkan, mengolah, menyajikan 
data dan informasi perseroan. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, biro perencanaan 
dan pengembangan mutu mempunyai  fungsi, yaitu : 
a. Penyiapan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data serta 
penyiapan informasi. 
b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi rencana kegiatan direktorat untuk 
dipadukan menjadi rencana kerja perseroan serta penyiapan program 
strategis perseroan dalam rangka pengembangan perseroan. 
c. Penyiapan rencana serta pelaksanaan pemberian jasa konsultasi kepada 
pihak ketiga sesuai bidang kegiatan perseroan. 
Biro perencanaan, informasi dan pengembangan mutu dipimpinan oleh 
kepala biro dan bertanggung jawab kepada direktur utama yang membawahi 
beberapa bagian, yang terdiri atas : 
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1) Bagian perencanaan dan pengembangan 
2) Bagian sistem dan teknologi informasi 
3) Bagian pengembangan mutu 
8. Staf khusus direksi 
Staf  ini bertugas untuk membantu direksi secara langsung dalam rangka 
mengevaluasi secara mendalam terhadapa berbagai dampak implikasi yang 
berpengaruh terhadap eksistensi perseroan. 
 
4.2 Hasil Analisis 
1. Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pelindo IV 
(Persero) Makassar 
Tanggungjawab sosial (CSR) tidak hanya semata-mata bertanggung 
jawab bagi perusahaan itu sendiri, namun perusahaan diharapkan perlu  
memperhatikan masalah sosial. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti atas 
tanggapan perusahaan atas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian tanggung jawab sosial yang sebagaimana diatur dalam  pasal 74 UU. 
No. 40 tahun 2007, yang menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan 
usahanya perlu adanya pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Adapun program pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV 
(Persero) dapat dibagi menjadi 6 kegiatan CSR yang dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1) Bantuan pendidikan 
Program CSR di bidang pendidikan yang dilakukan oleh PT Pelindo IV 
(Persero) yakni pemberian bantuan pendidikan disetiap sekolah. Sehingga 
program CSR dalam hal bantuan pendidikan dapat diuraikan sebagai         
berikut : 
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a. Pengadaan bangku sekolah di SD oleh PT Pelindo IV (Persero), tanggal 
22 Juli 2013 dengan anggaran biaya Rp.15.000.000, yang 
pelaksanaannya terealisasi 100% dari rencana. 
b. Pengadaan lemari, buku sekolah, meja dan kursi guru, papan tulis, lemari 
perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Juli 2013 
dengan anggaran biaya sebesar Rp.26.700.000,- 
c. Bantuan beasiswa dan seragam sekolah kepada tingkat SD, SMP dan 
SMA untuk setiap sekolah, dimana dilakukan tanggal 28 Juli 2013 dengan 
anggaran biaya sebesra Rp.85.865.000,- 
2) Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam 
Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility) yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) yakni melalui 
pemberian bantuan tong sampah dan pelestarian lingkungan, yang dapat 
dirinci sebagai berikut : 
a. Penyediaan tong sampah oleh PT Pelindo IV (Persero) tanggal 15 
September 2013 dengan jumlah biaya sebesar Rp.12.800.000. 
b. Pengelolaan sampah di sepanjang pantai losari dengan tanggal 
pelaksanaan 30 September 2013 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan 
sebesar Rp.8.087.350.000,- 
c. Penanaman pohon di setiap jalan di area Makassar yang dilakukan 
tanggal 22 Januari 2013 dengan jumlah biaya Rp.5.057.150. 
3) Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum 
Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT 
Pelindo IV (Persero) untuk tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Bantuan perbaikan jalan di pedesaan khususnya di Kabupaten Gowa 
(tanggal 5 Juli 2013) dengan total anggaran sebesar Rp.90.575.850. 
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b. Bantuan perbaikan jalan di pedesaan Kabupaten Takalar tanggal 12 
Agustus tahun 2013 dengan total anggaran sebesar Rp.110.865.500. 
c. Bantuan perbaikan selokan di Kabupaten Gowa Rp.68.544.600. 
4) Bantuan sarana ibadah 
Bantuan sarana ibadah yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) selama 
tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Bantuan perbaikan masjid Darul Istiqomah di Makassar dengan tanggal 
pelaksanaan 5 Mei 2013 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 
sebesar Rp.10.000.000,- 
b. Bantuan perbaikan masjid Al Hadi di lokasi Masjid Al Hadi di Makassar 
dengan tanggal pelaksanaan 5 Mei 2013 dan jumlah biaya yang 
dikeluarkan sebesar Rp.9.000.000,- 
c. Bantuan perbaikan masjid Fatimah di Makassar dengan tanggal 
pelaksanaan 5 Mei 2013 dengan jumlah biaya sebesar Rp.8.000.000,- 
d. Bantuan perbaikan Masjid Nur Nabawi di lokasi Masjid Nur Nabawi di 
Makassar dengan tanggal pelaksanaan 5 Mei 2013 dengan jumlah biaya 
sebesar Rp.8.000.000,- 
e. Bantuan perbaikan Gereja Bukit Zaitun di Makassar tanggal 5 Mei 2013 
dengan jumlah biaya sebesar Rp.10.000.000,- 
5) Bidang Kesehatan 
Pelaksanaan CSR di bidang kesehatan dengan nama program “Sehati” 
dengan jumlah biaya sebesar Rp.86.068.900,- sehingga program CSR dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
a. Bantuan operasi katarak 
b. Bantuan untuk operasi bibir sumbing 
c. Bantuan untuk perbaikan gizi masyarakat 
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6) Bidang bencana alam 
Pelaksanaan CSR di bidang bencana alam dengan jumlah biaya sebesar 
Rp.24.896.800, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Bantuan kebakaran instalasi korban kebakaran tanggal 21 Juni 2013, 
dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.12.500.000,- 
b. Bantuan korban longsor di daerah Palopo, tanggal pelaksanaan 12 
November 2013 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 
Rp.12.396.800,- 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akan dapat disajikan laporan 
bantuan CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT Pelindo IV (Persero) selama 
tahun 2013 yang dapat dilihat pada tabel 1 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Pada PT. Pelindo IV 
(Persero) Makassar Tahun 2013 
 
Program CSR Biaya CSR 
A. Bantuan Pendidikan   
    1. Bantuan bangku sekolah dasar, Makassar                         15.000.000  
    2. Bantuaan lemari dan buku, meja dan kursi guru,                          26.700.000  
    papan tulis dan lemari perpustakaan   
    3. Bantuan bea siswa dan seragam sekolah                         85.865.000  
Jumlah bantuan pendidikan                       127.565.000  
B. Bidang lingkungan    
    1. Pengadaan tong sampah                          12.800.000  
    2. Pengelolaan sampah di sepanjang pantai losari                           8.087.350  
    3  penanaman pohon di area makassar                           9.507.150  
Jumlah bantuan lingkungan                         30.394.500  
C. Bantuan pengembangan sarana   
     dan prasarana umum   
    1. Bantuan perbaikan jalan di Kab. Gowa                         90.575.650  
    2. Bantuan perbaikan jalan di Kab. Takalar                       110.865.500  
    3. Bantuan perbaikan selokan di Kab. Gowa                         68.544.600  
Jumlah bantuan sarana dan prasarana umum                       269.985.750  
D. Bantuan perbaikan sarana ibadah   
    1. Bantuan perbaikan  masjid istiqomah                         10.000.000  
    2. Bantuan perbaikan mesjid al hadi                           9.000.000  
    3. Bantuan perbaikan mesjid fatihmah                           8.000.000  
    4. Bantuan perbaikan mesjid nur nabawi                           8.000.000  
    5. Perbaikan gereja bukit zaitun                         10.000.000  
Jumlah bantuan perbaikan sarana ibadah                         45.000.000  
E. Bantuan kesehatan   
    1. Bantuan operasi katarak                         27.087.900  
    2. Bantuan operasi bibir sumbing                         31.085.400  
    3. Bantuan perbaikan gizi masyarakat                         27.895.600  
Jumlah bantuan kesehatan                         86.068.900  
F. Bantuan bencana alam   
    1. Bantuan kebakaran    12.500.000  
    2. Bantuan longsor            12.396.800  
Jumlah bantuan bencana alam                         24.896.800  
Jumlah biaya CSR                       583.910.950  
Sumber PT. Pelindo IV (Persero)  
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Berdasarkan tabel 4.1 maka akan disajikan laporan CSR yang dapat 
dilihat pada tabel tabel 4.2 yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Laporan Biaya CSR Pada PT. Pelindo IV (Persero) Makassar  
                Tahun 2013 
No. Program CSR Biaya CSR 
1 Pendidikan  127.565.000 
2 Lingkungan 30.394.500 
3 Sarana Umum 269.985.750 
4 Sarana Ibadah 45.000.000 
5 Bidang Kesehatan  86.068.900 
6 Bencana Alam 24.896.800 
Total Biaya 583.910.950 
Sumber : Data diolah dari PT Pelindo IV (Persero) Makassar 
Dari tabel 4.2 di atas diperoleh gambaran jumlah biaya CSR yang 
dikeluarkan sebesar Rp.583.910.950, hal ini dialokasi pada 6 jenis program CSR 
seperti: pendidikan, lingkungan, sarana umum, sarana ibadah, bidang kesehatan 
dan bencana alam. 
 
2. Analisis Penilaian Pelaporan CSR PT Pelindo IV (Persero) ditinjau dari  
   Standar Global Reporting Initiative (GRI) 
Masalah tanggungjawab sosial dalam perusahaan adalah bagian yang 
terpenting, sebab tanggungjawab sosial berkaitan dengan suatu tindakan atau 
konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggungjawab perusahaan 
terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan berada. 
Tanggungjawab sosial (corporate social responsibility) melalui 
stakeholder dalam penyelesaiannya. Oleh karena itulah setiap perusahaan perlu 
melakukan pemberian tanggungjawab sosial baik kepada masyarakat guna 
dapat menunjang citra perusahaan. Dalam pelaksanaan CSR maka setiap 
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perusahaan perlu membuat pelaporan CSR. Dalam kaitannya dengan uraian 
tersebut di atas maka dalam penelitian melalui pelaporan CSR yang dilakukan 
oleh PT Pelindo IV (Persero) Makassar. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah 
kegiatan pelaporan CSR yang dimiliki oleh perusahaan telah sesuai dengan 
Global Reporting Initiative (GRI). 
Dalam menilai pelaporan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV 
(Persero) maka dirinci berdasarkan GRI yang dapat dinilai dengan 6 indikator 
kinerja, seperti ; indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja tenaga 
kerja, kinerja hak asasi manusia dan kinerja produksi. Namun dari keenam 
indikator dalam panduan GRI hanya 3 indikator yang teridentifikasi ada dalam 
pelaporan PT. Pelindo IV yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja 
tenaga kerja. Adapun penilaian pelaporan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelindo 
IV dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Penilaian indikator kinerja ekonomi dalam pelaporan CSR 
Pelaporan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV (Persero) adalah 
merupakan bagian terpenting sehingga penelitian ini dilakukan penilaian 
indikator kinerja ekonomi. Berikut ini akan disajikan evaluasi pelaporan CSR 
berdasarkan indikator kinerja ekonomi khususnya pada PT. Pelindo IV 
(Persero) Tbk. yang dapat dilihat pada tabel 4.3 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.3. Perincian Pelaporan CSR berdasarkan Indikator Kinerja ekonomi 
ditinjau dari GRI pada PT. Pelindo IV (Persero) 
No. Indikator Kinerja Ekonomi Kode 
Pengukuran 
Ya = 1 Tidak = 0 
A. Aspek Kinerja ekonomi 
1. Apakah Pelindo IV telah melaporkan 
penyerapan tenaga kerja lokal, pemasaran 
serta mitra Pelindo  
ERC1  - 
2. Apakah dalam pelaporan sudah memuat 
catatan rencana dan kewajiban benefit 
ERC2 -  
3. Apakah sudah melaporkan mengenai 
jumlah karyawan lokal yang dipekerjakan 
ERC3  - 
B. Dampak ekonomi tidak langsung 
1. Apakah sudah ada informasi mengenai 
pelaporan tanggungjawab sosial seperti 
renovasi dan perbaikan seperti sekolah, 
jembatan 
ERC4  - 
2. Apakah PT. Pelindo telah mengungkapkan 
laporan tanggungjawab perusahaan 
seperti renovasi rumah Ibadah dan 
perbaikan jalan 
ERC5  - 
Jumlah  4 1 
Sumber : Hasil wawancara dengan Bagian Keuangan PT. Pelindo IV (Persero) 
Makassar 
 
Berdasarkan hasil penilaian pelaporan CSR khususnya pada PT. Pelindo 
IV (Persero) di Makassar, baik dilihat dari aspek kinerja ekonomi dan ekonomi 
tidak langsung sudah dilakukan sesuai dengan standar Global Reporting 
Initiative (GRI). Hal ini dilihat dari aspek ekonomi, dimana perusahaan telah 
melaporkan penyerapan tenaga kerja lokal, pemasaran serta mitra Pelindo. 
Dalam laporan tahunan perusahaan telah mengungkapkan penyerapan tenaga 
kerja lokal sedangkan dalam pengungkapan mitra Pelindo dalam laporan CSR 
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didalamnya meliputi bentuk kemitraan dalam bentuk pinjaman dan hibah. Namun 
dalam pelaporan belum memuat catatan rencana dan kewajiban benefit, 
selanjutnya dalam pelaporan CSR PT. Pelindo IV (Persero) sudah melaporkan 
mengenai jumlah karyawan lokal yang dipekerjakan. 
Kemudian dampak ekonomi tidak langsung yang menunjukkan bahwa PT. 
Pelindo IV (Persero) Makassar sudah menyajikan informasi dalam laporan 
tanggung jawab sosial yang dilakukan seperti; renovasi dan perbaikan sekolah 
dan jembatan. Selain itu PT. Pelindo IV (Persero) Makassar telah 
mengungkapkan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan seperti renovasi 
rumah ibadah dan perbaikan jembatan. 
Dalam hubungannya dengan hasil wawancara dengan pengungkapan 
CSR dalam laporan tahunan maka dapat dilakukan perhitungan prosentase 
jumlah item yang sudah sesuai : 
            4 
% Kesesuaian   =  --------- x 100 = 80% 
            5 
Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka akan diketahui               
bahwa tingkat persentase kesesuaian pelaporan CSR PT. Pelindo (Persero), 
Tbk. diperoleh 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan CSR dalam 
laporan kinerja Report sudah sesuai, alasannya karena PT. Pelindo IV sudah 
melaporkan mengenai cakupan rencana dan kewajiban benefit perusahaan, 
selain itu dalam pelaporan CSR perusahaan sudah melakukan kegiatan CSR 
seperti pendidikan, lingkungan, sarana umum, sarana Ibadan dan bencana alam. 
2) Penilaian Indikator kinerja lingkungan dalam pelaporan CSR 
Berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja ekonomi dalam pelaporan 
CSR maka akan dapat disajikan penilaian pelaporan CSR ditinjau dari indikator 
kinerja lingkungan yang diambil dari GRI, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Pelaporan CSR berdasarkan Indikator Kinerja Lingkungan ditinjau dari 
GRI pada PT. Pelindo IV (Persero) 
 
No. Indikator Kinerja Lingkungan Kode 
Pengukuran 
Ya = 1 Tidak = 0 
A.  Aspek Energi  
1. Apakah ada pengungkapan energi 
langsung dari sumberdaya energi  
EN1  - 
2. Apakah sudah ada pengungkapan 
penghematan energi melalui konsentrasi 
dan peningkatan efisiensi 
ERC2  - 
3. Apakah sudah ada inisiatif untuk 
mengurangi konsumsi energi tidak 
langsung dan pengungkapan yang 
dilaporkan 
ERC3 -  
B.  Aspek Air 
1. Apakah sumber daya air terpengaruh 
secara signifikan akibat penggunaan air 
ERC4  - 
2. Apakah sudah menggunakan air secara 
efisien 
ERC5  - 
Jumlah  4 1 
Sumber : Hasil wawancara dengan Bagian Umum PT. Pelindo IV (Persero) 
Makassar 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Umum pada PT. Pelindo IV 
(Persero) di Makassar maka dalam pelaporan CSR yang telah dilakukan telah 
sesuai standar yang diatur dalam GRI. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam 
pengungkapan energi khususnya energi langsung dari sumber daya PT. Pelindo 
IV (Persero) di Makassar sudah melakukan pengungkapan mengenai 
penghematan energi melalui konsentrasi dan peningkatan efisiensi dan selain itu 
dalam pengungkapan CSR tidak ada inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi 
tidak langsung yang dilaporkan. 
57 
 
 
Kemudian untuk aspek air terlihat bahwa PT. Pelindo IV (Persero) 
mengungkapkan bahwa sumber daya air berpengaruh secara signifikan akibat 
penggunaan air dan selain itu dalam pengungkapan CSR sudah menggunakan 
air secara efisien. 
Berikut ini akan disajikan perhitungan prosentase kesesuaian pelaporan 
CSR untuk kinerja lingkungan yaitu sebagai berikut : 
             4 
% Kesesuaian  =  ---------- x 100 = 80% 
             5 
Berdasarkan hasil analisis mengenai penilaian dilihat dari indikator   
kinerja lingkungan khususnya pada PT. Pelindo ditinjau dari GRI menunjukkan 
bahwa PT. Pelindo telah melakukan pengungkapan penggunaan energi 
langsung dan sumber daya energi seperti : listrik, air dan lain sebagainya. 
Kemudian PT. Pelindo sudah melaporkan mengenai penghematan energi melalui 
konservatif dan pemanfaatan efisiensi, selain itu PT. Pelindo sudah memiliki 
inisiatif dalam mengungkapkan konsumsi energi tidak langsung dan 
pengungkapan yang dicapai, sehingga dari hasil analisis tersebut di atas 
menunjukkan bahwa semua indikator kinerja lingkungan semuanya telah 
diungkapkan, sehingga prosentase kesesuaian 80%. 
 
3) Penilaian indikator kinerja tenaga kerja dalam pelaporan CSR 
Setelah dilakukan penilaian indikator kinerja ekonomi dan indikator   
kinerja energi dalam pelaporan CSR, selanjutnya akan disajikan penilaian 
indikator tenaga kerja dalam pelaporan CSR yang dapat disajikan pada tabel 4 
yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.5. Penilaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja dan pekerjaan yang Layak 
ditinjau dari GRI dalam Pelaksanaan CSR 
 
No. Indikator Pertanyaan Kode 
Pengukuran 
Ya = 1 Tidak = 0 
A.  Aspek Pekerjaan 
1. Jumlah angkatan kerja menurut jenis 
pekerjaan, kontribusi pekerjaan dan 
wilayah 
LA1 -  
2. Jumlah karyawan menurut kelompok 
usaha, pendidikan dan kategori jabatan 
LA2 -  
B.  Aspek Kesehatan dan keselamatan kerja 
1. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja LA3  - 
2. Pelaporan kesehatan tenaga kerja LA4  - 
3. Pelaporan riset untuk peningkatan 
kesejahteraan kerja 
LA4  - 
C. Pendidikan dan pelatihan 
1. Frekuensi program pelatihan yang telah 
dilakukan dan jumlah karyawan yang 
mengikuti pelatihan 
LA6  - 
2. Persentase karyawan yang berprestasi LA7  - 
Jumlah  5 2 
Sumber : Hasil wawancara dengan Bagian Umum PT. Pelindo IV (Persero) 
Makassar 
 
Berdasarkan indikator kinerja tenaga kerja, dimana dilihat dari aspek 
pekerjaan bahwa PT. Pelindo IV (Persero) di Makassar dalam pengungkapan 
CSR bahwa jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, dimana kontribusi 
pekerjaan dan wilayah sudah dilakukan oleh PT. Pelindo IV (Persero) di 
Makassar. Selain itu perusahaan telah melaporkan jumlah karyawan menurut 
kelompok usaha, pendidikan dan kategori jabatan. 
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Kemudian dilihat dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dimana 
PT. Pelindo IV (Persero) Makassar sudah melaporkan kesehatan dan 
keselamatan tenaga kerja, dimana perusahaan telah melakukan pengungkapan 
mengenai kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan selain itu sudah ada  
pelaporan tenaga kerja dan pelaporan riset untuk peningkatan kesejahteraan 
tenaga kerja. 
Sehingga dilihat dari frekuensi program pelatihan yang telah dilakukan 
dan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan selain itu persentase 
karyawan yang berprestasi sudah dilakukan oleh perusahaan. 
Berdasarkan hasil interview dengan Bagian Umum pada PT. Pelindo IV 
(Persero) di Makassar maka akan dilakukan perhitungan prosentase kesesuaian 
pelaporan CSR dilihat dari indikator kinerja tenaga kerja ditinjau dari GRI yaitu 
sebagai berikut : 
             5 
% Kesesuaian  =  ---------- x 100 = 71,42% 
             7 
Dari hasil penilaian tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa 
dalam pelaporan CSR dilihat dari indikator tenaga kerja dilihat GRI yang 
menunjukkan bahwa PT. Pelindo IV (Persero) Makassar sudah melakukan 
keselamatan kerja (safety committee) dan selain itu selalu memberikan 
tunjangan kesehatan kepada karyawan kemudian setahun sekali perusahaan       
PT. Pelindo melakukan riset yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan 
kerja kepada karyawan. 
Kemudian PT. Pelindo telah melaporkan program pelaporan yang       
telah dilakukan dari jumlah karyawan yang mengikuti dan selain itu adanya 
pelaporan karyawan yang berprestasi, sehingga dari prosentase tersebut di atas 
maka dapat dikatakan bahwa pelaporan CSR dilihat dari indikator tenaga kerja 
sudah sesuai. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pelaksanaan tanggungjawab sosial (CSR) yang 
dilakukan oleh perusahaan PT. Pelindo IV (Persero) Makasar menunjukkan 
bahwa laporan tanggungjawab sosial atau CSR dilakukan dapat dikatakan 
bahwa program CSR yang dilakukan oleh CSR 6 kegiatan. Dari keenam kegiatan 
CSR dapat berupa sektor bantuan pendidikan, bantuan pengelolaan sarana dan 
prasarana umum, serta bantuan sarana ibadah dan bantuan kesehatan dan 
bantuan keselamatan kerja. Pelaksanaan pelaporan CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan PT. Pelindo IV (Persero) Makassar telah sesuai dengan GRI, hal ini 
dapat dilihat dari indikator kinerja ekonomi dalam pelaporan CSR telah sesuai, 
selain itu dalam pelaporan CSR  ditinjau dari energi dan selain itu dari praktek 
tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. 
 
5.2 Saran-saran 
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya PT. Pelindo IV untuk lebih memperhatikan aspek-aspek yang 
berkaitan dengan kinerja lingkungan, kinerja tenaga kerja, dan kinerja 
ekonomi. 
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2. Perlunya PT. Pelindo IV (Persero) menggunakan indikator GRI dalam menilai 
pelaksanaan CSR yang dilakukan selama ini. 
3. Sebaiknya dalam pelaporan dan pelaksanaan CSR lebih meningkatkan 
kegiatan CSR, guna dapat meningkatkan kinerja. 
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